SALINAN

BUPATI INDRAGIRI HULU
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU
NOMOR 27 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2019 TENTANG
KODE ETIK PERSONEL UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN INDRAGIRI HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HULU,

. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1), dan ayat (2)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018
tentang Pembentukan Unit Kerja pengadaan Barang/Jasa di
Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota,
telah disusun kode etik dilingkungan UKPBJ Pemerintah
Daerah Kabupaten Indragiri Hulu melalui Peraturan Bupati
Nomor 18 Tahun 2019 tentang Kode Etik Personel Unit Kerja
Pengadaan barang/Jasa;

. bahwa menindaklanjuti ketentuan pasal 22 ayat (4), ayat (5)

dam ayat (6) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit
Kerja Pengadaan Barang/Jasa, sehingga Peraturan Bupati
sebagaimana dimaksud huruf a perlu dilakukan perubahan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 18
tahun 2019 tentang Kode Etik Personel Unit Kerja Pengadaan
Barang/Jasa di Kabupaten Indragiri Hulu;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024
tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6905);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6897);

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2024 tentang Kabupaten
Indragiri Hulu Di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 148, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6963);

Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan
Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Republik
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4450);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018
tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di
Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543);
Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja
Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 511);

Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten
Indragiri Hulu Tahun 2016 Nomor 4 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu
Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu
(Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2024
Nomor 2, Tambahan LembaranDaerah Kabupaten Indragiri
Hulu Nomor 2 );



Menetapkan

13. Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 29 Tahun 2023
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu
(Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2023 Nomor
31).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2019 TENTANG KODE ETIK
PERSONEL UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor
18 Tahun 2019 tentang Kode Etik Personel Unit Kerja Pengadaan
Barang/Jasa Kabupaten Indragiri Hulu (Berita Daerah Kabupaten
Indragiri Hulu Tahun 2019 Nomor 18) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 1, angka 2, angka 8, angka 22, angka 23,
angka 24 Pasal 1 diubah, dan angka 6, angka 13, angka 14,
angka 15 dan angka 16 dihapus, ditambah 1 (satu) angka yaitu
angka 25, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hulu.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin
pelaksanaan unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah Otonom.

Bupati adalah Bupati Indragiri Hulu.

4. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Indragiri
Hulu yang selanjutnya disebut UKPBJ adalah Bagian
Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten
Indragiri Hulu.

5. Kepala UKPBJ adalah Kepala Bagian Pengadaan

Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu

dihapus

7. Kode Etik Personel Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang
selanjutnya disebut Kode etik adalah norma /prilaku
penyelenggaran Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten adalah
Pedoman, Sikap, perilaku, tulisan, dan ucapan pegawai
dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengadaan
barang/jasa.

8. Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Indragiri Hulu yang
selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan
untuk memperoleh barang/jasa oleh perangkat daerah yang
dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi
kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

9. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut
Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan
barang/jasa berdasarkan kontrak.

@
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Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan
usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan
badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau
melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik
Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui
perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai
bidang ekonomi.

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya
disebut APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan
melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi dan kegiatan
pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi
pemerintah.

Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak
berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat
diperdagangkan, digunakan atau dimanfaatkan pengguna
barang

dihapus

dihapus

dihapus

dihapus

Pelanggaran adalah segala bentuk tindakan berupa ucapan,
tulisan dan/atau tindakan yang dilakukan oleh pengelola
pengadaan barang/jasa yang bertentangan dengan kode etik.
Terlapor adalah pengelola pengadaan barang/jasa yang
diduga melakukan pelanggaran kode etik.

Pelapor adalah seseorang karena hak atau kewajiban
berdasarkan  peraturan  perUndang-undangan  harus
memberitahukan kepada yang berwenang tentang telah atau

sedang adanya peristiwa pelanggaran kode etik.

Saksi adalah seseorang yang dapat memberikan keterangan
guna kepentingan pemeriksaan tentang suatu pelanggaran
kode etik yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami
sendiri.

Pengaduan adalah pemberitahuan secara lisan atau tertulis
yang disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan
kepada Kepala UKPBJ yang berwenang untuk dilakukan
pemeriksaan terhadap personel yang diduga telah
melakukan pelanggaran kode etik.

Temuan adalah pelanggaran yang ditemukan oleh pelapor.
Majelis Pertimbangan Kode Etik adalah Tim yang mengawasi
norma perilaku personel Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa.
Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan DPRD
dalam Penyelenggara urusan Pemerintah yang menjadi
kewenangan Daerah.

Sekretariat Majelis Pertimbangan Kode Etik adalah Lembaga
koordinasi, fasilitasi, administrasi, monitoring dan evaluasi
dalam pelaksanaan sidang kode etik personel unit kerja
pengadan barang/jasa .



2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Majelis Pertimbangan Kode Etik sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 terdiri atas :

a. 1 (satu) orang Penanggung Jawab;

b. 1 (satu) orang Ketua;

c. 1 (satu) orang Sekretaris;

d. 2 (satu) orang Anggota;

(2) Jabatan Keanggotaan Majelis Pertimbangan Kode Etik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a. penanggung jawab dijabat oleh Bupati

b. ketua Majelis Pertimbangan Kode Etik dijabat oleh
Inspektur Kabupaten Indragiri Huluy;

c. sekretaris dijabat oleh Kepala Bidang Perencanaan,
Pembinaan dan  Pensiun ASN Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Indragiri
Hulu;

d. anggota dijabat oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat

Daerah Kabupaten Indragiri Hulu dan Inspektur
Pembantu Wilayah III Inspektorat Kabupaten Indragiri
Hulu.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Indragiri Hulu.

N Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 26 November 2024

BUPATI INDRAGIRI HULU,

ttd

REZITA MEYLANI YOPI
Diundangkan di Rengat
Pada tanggal 26 November 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

ttd

BOYKE DAVID ELMAN SITINJAK
BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2024 NOMOR 27



